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BABI
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Pembangur;an Nasional vang dilaksanakan Bangsa Indonesia
merupakan s;uatu proses yang‘bcrkesinambungar; kearah tatanan dan tingkat
kehidupan yang lebih baik serta menuju perubahan di segala bidang.
Pembangunan Nasional ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan Bangsa
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada
aienia. keempat yaitu :*
W Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
vang melindungi sezenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umnm, mencerdaskan

kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertibban dunia yang.
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi dan  keadilan

»

Untuk mencapai tujuan pembangunan terscbut oleh Pemerintah disusun
suatu rencana Pembangunan lima tahun terus menerus yang secara keseluruhan
ﬁerupakan pola pembangunaﬁ jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25
sampai 30A tahun dan pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Majelis
permusyawaratan Rakyat GBHN.

Salah satuvketetapan MPR tentang GBHN tersebut adalah Tap MPR RI NO.

TV/MPR/1999.

Di dalam ketetapan MPR NO. IV/MPR/1999 tentang GBHN menyebutkan :
“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila
di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdcka, berdaulat,

! Undang-undang dasar Negara Republik Indoncsia 1945, halaman |
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bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yany
layak aman dan tentram, tertib dan dinamis serta dalam sahabat, tertib
dan damai”..

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengajar kemajuan
lahiriah saja melainkan juéa keselarasan antara lahiriah dan batiniah.

Untuk mewujudkan landasan Pembangunan Nasional agar berjalan
dengan lancar, menyeluruh dan benar-benar mengalah dalam mencapai tujuan
nasional sebagaiména termaktub dalam mencapai tujuan na.sinnél sehagaimana
termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, maka pembangunan
tersebut tdj hanya dititik beratkan pada satu bidang pembangunan saja tetapi
merata di seluruh bidang pembangunan, termasuk pembangunan di bidang
hukum.?

Untuk. mewujudkan usaha tersebut khususnya untuk mengadakan
kondifikasi dan unifikasi hukum, maka dalam hal ini pemerintah -selalu
dihadapkan pada masalah-masalah mengenai sistem hukum yang sesuai
dengan situasi negara dan kondisi masyarakat indonesia pada wakmsekarang,
di samping itu juga terbentur oleh waktu dan kurangnya tenaga ahli. Dalam hal
ini sesuai dengan ketentuan pasal T Aturan Peralihan Undang-undang Dasar

1945, yang berbunyi® :

“Segala badan hukum dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,
selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini™.

* Garis-garis Resar haluan Negara 1999 Dahan Penataran PU 1993, halaman 16
3 Uﬁdang—undang Dasar 1945 Pasat t1 halaman. 20



Sepertinya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan
berlaku sekarang ini adalah merupakan Undang-Undang hasil produk Pemerintah
Kolonial Belanda yang ternyata kurang sesuai dengan jiwa dan kepribadian
bangsa Indonesia.

Pada dasarnya peraturan hukum itu diciptakan untuk melindungi terhadap
hak-bak asasi manusia sebagai anggota masyarakat, yang mana hak asasi terscbut
adalah hak yang mutlak yang timbul sejak lahir, namun hal ini bukan berarti
bahwa seseorang dapat berbuat atau bertindak sesuai dengan kemauannya
sendiri. Untuk itu harus ada pembatasannya, bahwa seseorang itu berbuat atau
tidak berbuat dalam hidup benﬁasyarakat. Pembatasan inilah yang nantinya
dituangkan dalam hukum.

Namun demikian peraturan perundang-undangan tidak hanya menitik
beratkan pada hak asasi saja, akan tetapi juga bagaimana caranya agar tidak
terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersebut. Sebab antara manusia yang satu
dengan manusia yang lain dalam kehidupannya sehari-hari saling mengadakan
hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam mengadakan
suaty perjanjian juga tidak terlepas dari kehidupannya sehari-hari, sehingga perlu
diatur oleh hukum karena negara kita adalah negara hukum setiap perbuatan harus
berdasarkan hukum. Karena di sini hukum‘ mempunyai peraturan yang sangat
penting dalam masyarakat.

Oleh karena itu dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat di Indonesia
yang mana masyarakatnya tidak semuanya tahu akan aturan hukum, maka dengan

sendirinya peranan hukum sangat penting yaitu sebagai pengatur masyarakat



Sehari-hari, diantaranya masalah perjanjian dimana dalam hal ini masih
belum begiru dipahami olch masyarakat, sehingga peranan hukum sangat penting
khususnva bagi masvarakat awam, sangat berguna sekali sebagai pendidikan
hukum.

Akan tetapi dalam mengadakan hubungan ini-sering terjadi sengketa,
maka akibatnya akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat,
sehingga sering menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Salah satu sengketa'
tersebut timbul akibat tidak dilaksanakan syarat perjanjian oleh salah satu pihak.
Dengan tidak dilaksanakannya sarat perjanjian oleh salah satu pihak ini, maka
akan menimbulkan kerugian-kerugiaﬁ bagi salah satu pihak ini, dan pada saat

terjadi sengketa inilah hukum, hukum mutiak diberikan.*

Seperti dalam pasal 1338 K.U. H perdata bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagr mereka yang membuatnya.

Didalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karcna alasan-
alasan vang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad bai‘l\','dcmikian pula dalam hal
membuat suatu perjanjian. Diperlukan empat syarat seperti dalam pasal 1320

KUH Perdata vaitu :

—

. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

2]

. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

. Suatu hal tertentu.

(3

*Prof. R. Subekti, SH.. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramida, Jakarta, 1980



4. Suatu sebab tertentu
Berdasarkan hal-hal ‘tersebut di atas, maka saya akan kemukakan alasan-.alasan
pemilihan judul mengenai tujuan hukum tentang kescpakatan bersama antara
DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pcmakai air mengenai
pelayanan irigasi IPAIR di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
Telah dimaklumi bahwa bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa
dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia di bumi Negara Indonesia éni.
Salah satu diantaranya ialah air beserta sumber-sumber misalnya sungai, danau,
waduk, rawa mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak
dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik sccara langsung maupun tidak
langsung. Karenanya, bulmi dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di
kuasai olech Negara dan dipergunakan untuk besar-besar Kemakmuran rakyat
secara adil dan merata.
Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya ha-ruslah diabdikan
kepentingan dan kesejahteraan Rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi,
sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan sosial vang sekaligus menciptakan
pertumbuhankeadilan sosial dan kerhamphan untuk berdiriatas kekuatan sendiri
menuju masvarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan pefaturan pemerintah nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi,
pen'golal{an irigasi di tingkat usaha tani menjadi tanggung jawab para petani
vang bersangkutan dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai wadah yang,
secara organisator, teknik, dan finansial maupun untuk diserahi tugas dan

kewajiban eksploitasi dan pemeliharaan air dan jaringan irigasi.



Sehubungan dengan hal tersebut di .atas bahwa dalam rangka
mempertahankan swasemabada pangan dan menjamin tersedianya air air irigasi
serta perbaikan dan membangun jaringan iriéasi, sudah waktunya‘pcmerintah
mengikut sertakan masyaﬁkat pemakai jasa irigasi untuk membiayai kegiatan
operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada dalam bentuk iuran
pelayanan irigasi IPAIR melalui suatu proses perjanjian/kesepakatan, antara DPU
péngairan dengan'petani pemakai air. Perjanjian/kesepakatan ini dibuat sebagai
syarat petani memperoleh air irigasi, dimana diharapkan dua pihak yaitu DPU
pengairan dan gabungan petani pemakai air memperoleh manfaat atautimbal balik
vang saling menguntungkan.

Namun, dari perjanjian itu dapat timbul masalah-masalah yang dapat
merugikan salah satu pihak, untuk itu penulis dalam membuat skripsi ini mencoba
meberikan alternatif pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam perjajian
iuran pelayanan irigasi [PAIR. Sekaligus ingin mengamati bagian dari masvarakat
kita ferutama gabungan petani pemakai air. |

I.LILPEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Bahwa dalam penyusunan skribsi ini penulis membahas mengenai tinjaun
hukum tentang kesepakatan bersama antara DPU pengairan pemali hulu dengan
gabungan petani pemakai air mengenai iuran pelayanan irigasi [PAIR di
Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Losari. Hal ini dilakukan penulis
karena ingin mengetahui sejauh mana kemampuan petani pemakai air dalam
membuat atau menyikapi suatu perjanjian yang diadakan oleh DPU pengairan

selaku pemegang tanggung jawab terhadap sarana irigasi atau pengairan.



Untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang timbul discbabkan terlalu
luasnya lingkup permasalahan, maka, penulis membatasi masalah  agar
permasalahan  menjadi jelas. Dengan  mengambil dari sudut kesepakatan
bersama/perjanjian antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani
pemakal air,

Sedangkan perumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan

merumuskan  tentang  pokok-gak afahan mengenat  kesepakatan
-
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Pada dasarnya sctiap kegiatan penulisan skripsi sudah pasti mempunyai
tujuan-tujuan  tertentu yang  diharapkan  dapat  tercapai. Namun - sebelum
-mewujudkan tujuan terscbut, tahap awal yang perlu ditempuh adalah menyusun
suatu  rancangan-rancangan ini dimaksud untuk lebih  memudahkan untuk
mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan kegiatan pembuatan
skripsi. Hal ini disebabkan tujuan mempunyai kaitan yang crat dengan pokok

permasalahan yang dibahas.
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Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengelahuf seberapa jauh hak dan kewajiban DPU pengairan dan gabungan
petani pemakai air dalam perjanjian yang sudah disepakati.

Untuk mengetahui berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pencrapan
perjanjian iuran pelayanan irigasi IPAIR.

Untuk mengetahui tata cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Dalam penyusunan skripsi ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya :

1.

)

I

Dapat memahami tentang bagaimana hak dan kewajiban DPU pengairan dan
gabungan Petani Pemakai Air.

Dapat memahami tentaﬁg bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam
penerapan perjanjian.

Dapat memahami tentang bagaimana tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi.

Bahwa dalam penulisan sknipsi ini diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan

yang bermanfaat bagi pcrkembangan dalam hukum di Indoncsia khususnya hukum

perjanjian.
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1.4. METODE PENELITIAN

dalam penulisan hukum ini penulis membutuhkan data yang akurat,

data tersebut berupa data primer dan data skunder, data tersebut dapat

diperoleh melalui prosedur penelitian.

1.

£

(73]

Metode Pendekatan

Yang digunakana adalah pendekatan yuridis empiris mengingat

" permasalahan vang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor

vuridis dan empiris vang ada hubungannya dengan masalah dalam
perjanjian.
Spesitikasi Penelitian

Untuk mendekati pdkok masalah penelitian yang yang digunakan
adalah deskruptif. Diskriptif sebab hasil penelitian l.l.ll. diharapkan dapat

memberikan gambaran obvek vang menjadi pokok permasalahan.

. Metode Pengambilan Sampel

Untuk melaksanakan penelitian diperlukan adanya suatu sampel
tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk’ memperoleh keterangan
mengenai  obvek dengan jelas melalui sebagian dan seiuruh populasi yang
ada.’ Mengamati seluruh populasi yang cukup besar adalah tidak muﬁgkin

dilakukan karena akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu
dilakukan pengambilan sampel yang dirasakan dapat mewakili dari

seluruh populasi yang akan diteliti.

*Sutrisni Hadi, Metadologi Research, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi

UGM. 1986), Cetakan XVIII, halaman. 3
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Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menggunakan methode.
penentuan sampel dengan methode purposive artinya tidak semua individu
dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota populasi.
Metode purposive sampling ini merupakan bagian dari teknik non randum
sampling.
Guna memeperoleh data-data tersebut penulis mengambil sampel dari
beberapa gabungan petani pemakai air yang menggunakan sarana air irigasi
yang berada di lokasi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
| Yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah :

a. Kepala Cabang dinas pekerjaan umum pengairan pemali hulu cabang
Ketanggungan, Brebes.

b. Kepala Ranting dinas pekerjaan umum pengairan Jengkelok cabang
Ketanggungan di Losari Brebes.

¢. Ketua gabungan petaqi pemakai air (P3A) pada daerah irigasi (DI)
Jengkelok di Losari Brebes. |

d. Petani pemakai éir pada daerah irigasi (DI) Jengkelok di Losari Brebes.

. Metode Pengumpulan Data

Metode [;engumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

meliputi data primer dan data skunder.

a) Data Primer, yaitu data yang dipecroleh secara langsung dari penclitian
lapangan.
1) Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan

peninjauan secara langsung kepada obyek penelitian.
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2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan secara langsung kepada responden. Melalui wawancara ini
diharap responden dapat memberikan informasi yang diperlukan dapat
memberikan informasi yang diperlukan dengan sebesar-besarnya.
Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah, dengan
menggunakan daflar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahuly,
dimana pelaku mempunyai  pengalaman-pengalaman  daslam
melakukan aktifitas yang teliti.

b) Data Skunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan.
Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk membandingkan antara
teori dan pernyataan di lapangan. Melalui penelitian kepustakaan ini
diharapkan dan diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-
buku, majalah, surat kabar serta referensi lain yang berhubungan dengan
penelitian ini.

5. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data skunder sctelah

diedit, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya

disajikan dalam bentuk uraian.
6. Analisa Data

Mengingat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

empiris, maka data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif baik data

tertulis maupun lisan.



12

Data dipelajari berdasarkan pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya

seperti ilmu ekonomi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka skripsi ini akan disusun
dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang
secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB 1 : merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang,
masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, metode penclitian, tujuan
penelitian, lokasi penelitian, sistematikan penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka, dilihat dari tinjauan
umum mengenai pengertian perjanjian, sejarah [PAIR, pengertian IPAIR, dan
tinjauan khusus berisi proses perjanjian IPAIR, syarat perjanjian 1PAIR, asa
perjanjian IPAIR.

BAB III : merupakan hasil penelitian dan analisa data mengenai kegunaan
perjanjian, hak dan kewajiban, tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi serta
kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian.

BAB IV : merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dari
permasalahan mengenai perjanjian antara DPU Pengairan pemali hulu dengan

gabungan petani pemakai air dan saran-saran.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

1. TINJAUAN UMUM

Pada zaman seperti sekarang ini sebagai subyek hukum kita harus lebih
berhati-hati dalam melakukan suatu hubungan khususnya hukum dengan orang
lain, karena apabila kita lengah maka dapat saja terjadi hal-hal yang tidak
diharapkan sama sekali. Misalnya dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kita
dengan seseorang terdapat hal-hal yang tidak jelas, ini akan dapat merugikan diri
kita sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum kita membuat dan
menyetujui suatu perikatan ataupun  perjanjian hendaknya dipelajari dan
dipahami terlebih dahulu dengan mendalam. Seandainya kita masih ragu akan isi
perjanjian itu, maka bisa meminta bantuan kepada mereka yang ta;hu ilmu hukum
untuk menjelaskan isi perjanjian sebelum perjanjian itu disetujui. Hal ini
merupakan salah salah satu upaya untuk menghindari resiko dari suatu perjanjian
yang akhirnya akan dapat merugikan diri sendiri.

Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undangdundané ‘Hukum Perdata
dikatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sgecafa sah berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada ayat tersebut di atas sudah jelas yaitu bahwa siapa saja yang
membuat persetujuan (persetujuan ini harus dibuat secara sah) merupakan
Undang-undang bagi mereka dan mereka harus mentaatinya dengan segala

sanksi yang ada
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Sekarang, bagaimana agar suatu persetujuan itu dapat dikatakan sah.
Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan “Untuk
sahnva suatu persetujuan diperlukan empat syarat yaitu™ :

I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

™)

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu hal tertentu.

)

4. Suatu sebab vang halal.

Dengan demikian setiap orang dapat membuat perjanjian menurut apa
vang dikehendaki. Hal ini sesuai dengan sistem vang dianut dalam hukum
perjanjian vaitu yang sering disebut dengan sistem terbuka, Sehingga setiap
orang dapat dengan bebas memilih bentuk-bentuk perjanjian sesuai dengan
kehendaknya. Salah satu bentuk perjanjian yang akan dibicarakan dalam
penulisan ini adalah mengenai perjanjian tentang kesepakatan bersama antara
DPU Pengairan Pemali Hulu dengan gabungan petani pemakai- air mengenai
pelayanan irigasi.

Untuk lebih memahami apa.dan baga.imana perjanjian IPAIR itu, méka
dalam tinjavan umum ini pada awalnya akan dibahas mengenai pengertian
perjanjian,

1.1. Pengertian Perjanj'ian
Apakah perjanjian itu ? Pada dasarnya dalam buku Il Kitab

Undang-undang Hukum Perdata terdapat definisi perjanjian. Akan tetapi

para sarjana telah memberikan pendapatnya tentang istilah perjanjian, dan

dari pendapat para sarjana inilah dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai

istilah perjanjian.



Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-
macam istilah untuk menerjemahkan “Verbintenis™ dan “Overeenkomst”,
vaitu :

). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti dan
Tjitrosudibio menggunakan istilah perikatan untuk “V erina/eni.v';,
dan persetujuan untuk “Overeenkomsi™.

2) .Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai
istilah perutangan untuk Verbinrenis, dan pcrjanjian  untuk
Overeenkomst,

3). Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menerjemahkan
“Ferbintenis”  untuk  perjanjian dan  “Overeenkomst”  untuk
persetujuan. '

Da_ri uraian di atas ternyata bahwa untuk “Verhintenis” dikenal'liga
istilah Indonesia yaitu : perikatan,.perutangan;'dan perjanjian. Sedangkan
untuk “()ver@enkumsl” dipakai dua istilah yaitu : perjanjian dan
persetujuan. Verbintenis berasal dari kata kerja Verbinden yang artinya
mengikat, jadi verbintenis menunjuk kepada adanya “ikatan” atau
“hubungan™, dan hal ini memanglah sesuai dengan definisi verbintenis
sebagai suatu hubungan hukum.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukurh, ada rumusan bahwa perikatan

adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan

' R. Setiawan, Pckok-pokok Hukumi Perikaran ( Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979),

halaman 1.



mana pihak vang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain
. . e . . 2
dan pihak vang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Pihak vang berhak menuntut suatu prestasi itu dinamakan
Kreditur, sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi
prestasi disebut. Debitur. Hubungan antara dua subyek hukum ini dise‘but
dengan hubungan hukum, yang berarti bahwa hak Kreditur itu dijamin
oleh undang-undang (hukum). Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi maka
Kreditur dapat menuntut Debitur baik sccara langsung atau tidak
langsung, bahkan kalau perlu dengan bantuan Hakim.

Dari rumusan perikatan di atas dapat dilihat adanya unsur-unsur
sebagati berikut

1. Kckayaan.

(LS

. Pihak-pihak.

. Prestasi.

(V3]

Perjanjian. adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.?

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara orang-orang

tersebut yang dinamakan “perikatan”. Dengan demikian hubungan antara

Y
-

halaman |

. Subekti, Hukum-Hukum Perjanjion (Penerbit PT. Intermasa, Alumni Bandungl987),

3 1bid halaman i



perikaian dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan
perikatan. Akan  tetapi tidak selalu perikatan akan menimbulkan
perjanjian, sebab suatu perikatan dapat lahir karena bcrjanjian dan dapat
pula tidak dari perjanjian. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1233
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan
baik karena persetujuan, atau karena Undang-undang”.

Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang terjadi
karena adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersepakat (konsensual).
Contohnya perjanjian juab beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sedangkan
perikatan yang lahir bukan dari perjanjian adalah perikatan yang terjadi
antara pihak-pihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya
perwakilan sukarela (zaakwaarneming) yang diatur dalam pasal 1354
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan bagian dan
perikatan. Kadang-kadang suatu perjanjian disebut juga dengan
persetujuan, karena kedua belah pihak bersetuju atau bersepakat untuk

melaksanakan sesuatu.

Hukum perikatan yang diatur dalam buku IlI Kitab Undang-
undang Hukum Perdana mengatur hubungan hukum antara orang dengan
orang, sehingga di dalam hukum perikatan akan timbul hak perseorangan
(personen recht). Dengan adanya hak perseorangan itu maka dalam hukum

perikatannya menunjukkan bahwa satu pihak menuntut kepada pihak lain
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berupa prestasi (sesuatu yany dapat dituntut). Menurut Pasal 1234 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, prestasi dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Memberikan sesuatu.

)

Melakukan sesuatu.

Tidak melakukan sesuatu.

(9%}

Seperti telah dikatakan di muka apabila prestasi tidak dipenuhi,
maka bagi pihak yang merasa telah dinigikan dapat menuntutnya.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata tidak terdapat aturan
yany mengatur secara khusus mengenai perjanjian luran Pelayanan Irigasi
(TPAIR) , maka dari itu diambilah svatu penafsiranya dengan cara
mengambil salah satu dari bermacam-macam perjanjian khusus yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

Perjanjian-perjanjian khusus yang terdapat dalam Kitab Undang -
undang Hukum Perdata yaitu:

1. Perjanjian jual beli.

2. Perjanjian tukar menukar,

3. Perjanjian sewa meyewa.

4. Perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan.

5. Perjanjian perseroan atau perjanjian perserikatan perdata atau

persckutuan .
6. Perjanjian timbal balik.
7. Perjanjian perkumpulan.

8. Persetujuan pemberian (Hibah).
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Dalam perjanjian-perjanjian khusus yang terdapat dalam kitab .
Undang-undang Hukum perdata definisi mengenai perjanjian timbal balik
( wederkerig ) yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak atau masing-
masing pihak harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Dalam
perstujuan seperti ini selalu masing-masing pihak mempunyai hak-hak
dan kewajiban-kewajiban. Dan penjelasan mengenahi pclimpahan
“ kewaji:ban-kewajiban atau hak-hak debitur telah diatur didalam pasal
1318 B.W. yang merupakan prinsip dari pasal 1315 B.W.; bahwa setiap
pihak dalam perjanjian hanya dapat mengikat diri sendiri dan hanya
mendapat_hak-hak bagi dirinya sendiri, diperiuas sampai para ahli waris
dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan
tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan, bahwa
tidak sedemikianiah maksudnya.

Artinya, para pihak dalam suatu persetujuan leluasa menentukan,
bahwa perikatan-perikatan dan hak-hak yang bersumber pada persctujuan
itu, terbatas pada para pihak sendiri dan tidak diperluas sampai ahli waris

dan orang-orang yang memperoleh hak dari mereka

Ini sama halnya dengan perjanjian IPAIR di mana DPU pengairan
sebagai penanggungjawab yang diserahi pemerintah sebagai pemegang
hak atas sarana irigasi memberikan pelayanan kepada pemakai air
irigasi untuk kepentingan pengairan sawah atau industri dan kepada
pemakai air irigasi hak dan kewajibannya dibebankan hanya kepada

dirinya sendiri dan tidak melimpahkan kepada ahli warisnya. Ini berarti



jika pihak vang berjanji meninggal maka perianjian akan hapus dengan
sendirinva. Sctelah melihat uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan

vaitu :

a. perjanjian timbal balik ( wederkerig ) merupakan salah satu dari
perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian iuran pelayanan irigasi (IPAIR)
adalah termasuk kedalam perjanjian timbal balik yang secara khusus
merupakan perjanjian yang bersifat jasa pelayanan , diberikan pada
pemakai jasa air irigasi dan adanya biaya pungutan .

b. Perjanjianv iuran pelayanan irigasi (IPAIR). terjadi pada masyarakat
umum dan dalam dunia usaha baik pertanian atau industn.

c. Mengenai Ketentuan mana yang berlaku, maka di dalam perjanjian
timbal  balik sudah difegaskan akan berlaku buku IIT Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Sedangkan padzi perjanjian iuran pelayanan
irigasi (IPAIR) berlakulah Undang-Undang tentang pengairan , namun
apabila ada ketentuan perjanjian IPAIR yang dirasakan kurang jelas
dapat digunakan ketentuan sebagaimana perjanjian vang diatur dalam

buku HI kitab Undang-Undang Hukum Perdata .



1.2. Sejarah IPAIR

Pada saat ini Indonesia memiliki kira-kira 4,4 juta hektar sawah
berpengairan teknis dan kira-kira 2 juta hektar sawah yang berpengairan
semi teknis dan sederhana. Kira-kira 3,8 juta hektar dari 4,4 juta hektar
saw sh berpengairan teknis tadi, diairi oleh sistem dengan pelayanan arcal
500 hektar atau lebih. 3,8 juta hektar inilah yang diprogramkan oleh
pemerintah untuk program pengembalian biaya operasional dan pelayanan
(O dan P) yang disebut Iuran Pelayanan Irigasi. 6

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan biaya untuk membangun
fasilitas-fasilitas pengairan, serta biaya untuk operasi dan pemeliharaan
fasilitas bangunan irigasi juga telah ditangani oleh pemerintah dan akan
menjadi beban yang tetap. Dana untuk biaya operasional dan
pemeliharaan ini diperoleh dari berbagai sumber (anggaran nasional dan
propinsi, dana khusus, pinjaman). Besarnya sekitar Rp. 10.000° - Rp.
25.000 per hektar. Dana ini sebenarnya kurang memadai apabila
dibanding dengan perhitungan anggaran yaitu rata-rata Rp. 40.000 - Rp.
65.000 per hektar.

Dengan adanya pengembangan perekonomian Indonesia, masalah
bagaimana menggunakan sumber daya keuangan yang terbatas untuk
pembangunan menjadi sangat penting, dan menekan semua biaya yang
bergulir. Ini sejalan dengan adanya perhatian yang meluas kepada

pengembalian biaya investasi bagi kepentingan umum dari si pemakai.

¢ Bachtiar Harun, Himpunan Pedoman-pedoman pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi
(Departemen dalam negri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan otonomi Dacrah ,1992 ),
Halaman 20,



~
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Selama kurun waktu pelaksanaan REPELITA 1 sampai
REPELITA 1V berat dalam sektor sumber daya air adalah pembangunan
pengairan, ini menyangkut terutama peningkatan sistem-sistem jaringan
irigasi yang lama yang dibangun pada zaman kolonial, dan pembangunan
sistem jaringan irigasi besar yang baru (desain dan kontruksi). Namun,
karena pada saat itu upaya-upaya difokuskan pada kontruksi dan
peningkatan sistem-sistem jaringan irigasi, maka perhatian untuk operasi
dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi diabaikan. Kurangnya dana dan
fenaga adalah penyebab tidak dilakukannya perbaikan jaringan sehingga
menghambat dan mengancam pencapaian produksi disamping itu adanya
beberapa permasalahan yang ada pada maSyarakat menyangkut
penggunaan air dari saluran irigasi, tanpa batas yang jelas. Sehingga
pemanfaatan dan pembagian air tidak merata khususnya bagi pemakai air.
Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah pusat
maupun dari pemerintah daerah situasi inilah yang memaksa pemerintah
untuk meningkatkan penanganan operasional dan menejemen (O dan M)
dan berfungsinya sistem jaringan irigasi serta ingin melakukan
pembenahan sistem tata pengaturan air pada saluran irigasi. Untuk itu
pada bulan Agustus 1987 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai
iuran pelayanan irigasi (IPAIR) khusus untuk pemakai air baik itu badan
hukum, badan sosial maupun perorangan7. Dengan dasar pemikiran

sebagai berikut :

A

? Tinjaan tentang turan pelayanan irigasi (Departcmen Pekerjaan Umum , Tahun 1987)

Ralaman 23 .



1) Memperoleh  pengembalian dari semua biaya operasi dan
pemeliharaan jaringan utama daerah-daerah irigasi yang lebih besar
dari pada 500 hektar. |

2) Memungkinkan sistem pengairan agar menghasilkan dananya sendiri
untuk mengurangi beban pemeriﬁtah pusat maupun daerah dalam hal
pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya irigasi.

3) Mendesentralisasikan tanggung jawab dan pengaturan keungan kepada
berbagai lembaga di tingkat kabupaten dan perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A)

1.3 Pengertian IPAIR

Bahwa dalam rangka ﬁelaksanakan pembangunan di bidang
pertanian, pemerintah sejak PELITA I telah banyak membangun jaringan
irigasi dan hasilnya telah dirasakan dengan meningkatnya produktivitas
lahan dan tercapainya swasembada pangan, dan menjamin tersedianya air
irigaéi. Untuk® itu sudah waktunya pemerintah mengikut sertakan
masyarakat pemakai jasa irigasi untuk membiayai kegiatan operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada dalam bentuk luran

Pelayanan Irigasi (IPAIR), sekaligus memantapkan program iuran

pelayanan irigasi menjadi program nasional. Sehubungan dengaﬁ hal

tersebut di atas mengingat.

1). Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan LNRI. No. 65

tahun 1974.
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2). Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1981 tentang iuran pembiayaan
eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan LNRI No. 6 tahun

1981.

3). Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengairan air
LNRI No. 37 tahun 1982.

4). Peraturan pemerintah nomoir 23 tahun 1982 tentang irigasi LNRI No.
38 tahun 1982.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka dapat dilihat pengertian-

pengertian atau istilah-istilah dalam luran Pelayanan Irigasi (IPAIR), yaitu

a. luran Pelayanan Irigasi, adalah iuran yang dipungut dari pctani
pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan olch Pemerintah
Daerzh di bidang irigasi yang selanjutnya disebut IPAIR; & °

b. Irigasi, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang
pertanian;

c. Jaringan irigasi, saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan
dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,
pengambilan, pemberian dan penggunaannya;

d. Daerah irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu
jaringan irigasi;

e. Petak Tersier, adalah bagian lahan dar suatu daerah irigasi yang
menerimé air dari suaty pinty sadap tersier dan mendapat pelayanan

dari jaringan tersier yang bersangkutan.



f. Rencana operasi pembagian air, adalah rencana pembagian air kepada
para petani pemakai air dalam petak atau blok tersier, sesuai dengan
rencana  tanam yang ditetapkan  olch  Panitia  Irigasi
Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan,

g. Rencana pemeliharaan adalah rencana kegiatan pemeliharaan jaringan
irigasi yang dibuat oleh Cabang Dinas Pekerjaan nyata di lapangan
dan disyahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I.

h. Daftar areal tanam (DAT), adalah daftar lahan yang ditanami pada
suatu petak tersier dalam suatu mesin tanam;

i. Tingkat pelayanan, adalah jenjang pelayanan yang dpat diberikan
kepada petani pemakai air dalam suatu jaringan irigasi, berdasarkan
kriteria tersedianya air, adanya sistem pengukuran, adanya
pengendalian air, adanya petak-petak tersier dan tersedianya saluran-
saluran pembuang;

j. Penelusuran jaringan irigasi adalah pekerjaan rutin yagn dilakukan
aparat Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam rangka
inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dimana wakil P3A mengikuti
dan memberi masukan guna penyusunan Rencana Pemeliharaan. |

k. DAP (Daftar Areal Panen), adalah daftar lahan yang siap akan dipanen
dalam suatu petak tersier dalam suatu mesin tanam.

I. Pola tanam adalah jenis tanaman yang diusahakan dalam satu tahun.



m. Tata tanam, adalah pengetahuan waktu, tempat, jenis, luas tanaman
dalam satu tahun disertai penggunaan air yang efesien untuk
mendapatkan produksi yang tinggi.

1.4 Kegiatan [PAIR di Kabupaten Brebes

Penerapan luran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di tingkat
kabupaten/kotamadya adalah badan musyawarah (BAMUS) IPAIR dan
sekretériat tetap badan musyawarah (BAMUS) IPAIR kedua kelembagaan

IPAIR ini perlu dibentuk sebelum dilaksanakannya penerapan luran

Pelayanan Irigasi (IPAIR) di daerah tingkat Il yang bersangkutan. Ada

langkah-langkah dalam  kegiatan luran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di

tingkat kabupaten khususnya di tingkat Kabupaten Brebes yaitu :

1). Membentuk Badan Musyawarah (BAMUS) IPAIR dan Sckretariat
Tetap
Badan Musyawarah IPAIR adalah forum musyawarah di Kabupaten
antara instansi Pemerintah terkait dengan para wakil Petani Pemakai
Air.

Badan Musyawarah IPAIR ini dibentuk untuk melaksanakan tugas
Kepala Daerah dalam penerapan IPAIR didaerahnya yang sehari-
harinya dilaksanakan oleh Sekretariat Tetap.

Pembentukan Badan Musyawarah IPAIR dan Sekretariat Tetap

dengan jalan :

e Menggunakan Dasar Hukum :

- Instruksi Gubernur KDH tentang Pelaksanaan IPAIR
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- SK Gubernur KDH tentang Pelaksanaan IPAIR

- PERDA IPAIR tingkat pusat

- Instruksi MENDAGRI No. 19/1992 tentang Pelaksanaan
IPAIR

- KEMENDAGRI No. 50/1992 tentang IPAIR

- PERMENDAGRI No. 6/1992 tentang IPAIR

e Mengadakan Pertemuan Instansi Terkait
Ketua BAPPEDA mengundang: Kepala Cabang P.U. Pengairan,
Kepada Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian
Perekonomian SETWILDA untuk mengadakan pertemuan
membentuk BAMUS dan sekretariat tetap.

o Ketua Sekretariat Tetap yang telah diunjuk hcngusahakan :
Pengesahan terbentuknya, BAMUS IPAIR dan Sekretariat Tetap
dengan Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya tingkat kabupaten.

Menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikotaﬁmdya KDH tentang

Pelaksanaan  IPAIR  di  tingakat Kkabupaten dan Intruksi

Bupati/Walikotamadya KDH kepada Instansi terkait tentang

Pelaksanaan IPAIR.

BAMUS dan Skretariat memerlukan dasar hukum tertulis untuk
dijadikan pegangan dalam melaksanakan IPAIR di daerahnya. Dasar
hukum tertulis tersebut berupa Keputusan Gubernur tentang tata cara

pelaksanaan IPAIR dan Instruksi Gubemur kepada Instansi terkait



Pelaksanaan IPAIR. Kedua dasar hukum ini mutlak diperlukan agar
penerapan IPAIR dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan dalam PERDA IPAIR tingkat pusat.

Selanjutnya  penerapan  luran  Pelayanan Irigasi  di tingkat
Kabupaten/Kotamadya diperankan oleh Instansi terkait yang bekerja
secara rutin pada instansi terkait yang bekerja secara rutin pada

instansi masing-masing dan secara Tim di dalam BAMUS IPAIR dan

&P
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- penelusuran jaringan irigasi

- perhitungan Anggaran Kabupaten Nyata biaya Operasi dan
Pemeliharaan

- tingkat Pelayanan Irigasi dan perumusan tarif [PAIR

- tata cara pembayaran, penyiapan dan penggunaan uang IPAIR

- pemantauan dan evaluasi IPAIR



- pemecahan masalah penerapan IPAIR

- menetapkan strategi [PAIR

b Sekretariat Tetap

Melaksanakan tugas schari-hari dari hasil keputusan BAMUS

IPAIR dengan jalan

= Mengadakan pertemuan anggota untuk :

menyiapkan P3A, Gabungan P3A, data dasar dacrah irigasi
dan data P3A

menyusun rencana pelaksanaan 1IPAIR dan jadwal kegiatan
merumuskan tata cara koordinasi pelaksanaan

mengadakan  Penyluhan  (Informasi Campaign)  dan
Pelatihan

merencanakan penelusuran jaringan irigasi

membicarakan AKNOP ( Anggaran Kcbutuhan Nyata
Operasional dan Pemeliharaan’)

merumuskan tarif IPAIR

membicarakan ROP ( Rancangan dan Operasional )
mencapai  kesepakatan dengan wakil P3A  mengenal
Pelayanan Irigasi dan pembayaran lurannya

menyiapkan pemungutan uang [PAIR

memantau kegiatan dan memecahkan permasalahan
mengevaluasi umpan-balik dari P3A

mengadakan bimbingan lapangan terhadap para petugas

P3A dan Gabungan P3A



- menerbitkan Surat Keputusan  dan Instruksi
Bupati/Walikotamdya yang diperlukan

— Mendistribusikan tugas pelaksanaan IPAIR kepada Instansi
terkait berdasarkan hasil pertemuan Sekretariat  untuk

duikerjakan secara rutin.

4). Penerapan IPAIR oleh Instansi terkait

Pelaksanaan IPAIR oleh masing-masing Instansi Terkait berlangsung
di dalam tugas rutin instansi yang sebenarnya adalah tugas pokok,
sehingga pelaksanaan kegiatan IPAIR oleh Instansi Terkait menjad
tugas rutin atau tugas pokok instansi yang pada tingkat awal
memerlukan koordinasi di dalam BAMUS IPAIR dan Sekretariat

Tetap.

2. TINJAUAN KIIUSUS

Bahwa dalam hukum benda maupun suatu sistem tertutup, sedangkan
hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam hak atas benda
adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu
bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa

saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hukum
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perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensulitas yang berarti
bahwa pada dasamya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah
dilzihirkan sejak detik tercapainya kesepakatan demikian pula dalam perjanjian
luaran Pelayanan Irigasi (IPAIR) terdapat beberapa asas-asas scbagai dasar
pelaksanaan perjanjian luran Pelayanan Irigasi (IPAIR).
2.1 Asas Perjanjian IPAIR
Beberapa asas-asas dalam perjanjian luran Pelayanan Irigasi
IPAIR yaitu :
1). Asas sepakat
Asas ini berarti jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut telah
disepakati oleh kedua pihak maka perjanjian itu telah mengikat
keduanya. Dan perjanjian luran Pelayanan Irigasi (IPAIR) antara DPU
pengairan dengan gabungan Petani Pemakai Air harus dibuat secara
tertulis karena merupakan perjanjian kerja. Hal ini sangat penting
karena untuk menghindari resiko yang dapat merugikan dua belah
pihak.
2). Asas kepercayaan
Rasa percaya diantara kedua belah pihak dalam membuat
perjalanan sangat mendukung demi tercapainya suatu kesepakatan.
Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak akan dapat terwujud.

3.) Asas mengikat

Semua kesepakatan yang dibuat dengan sah atau benar

merupakan suatu peraturan atau undang-undang bagi pihak-pihak yang
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membuatnya. Terikatnya para pihak dalam kescpakatan di atas tidak
semata-mata hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan atau
disepakati, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang
dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.
4). Asas keseimbangan
Dalam asas keseimbangan ini dimaksudkan agar kedua pihak
memenuhi dan melaksanakan isi dari kesepakatan atau perjanjian.
Dalam hal ini DPU pengairan mempunyai kekuatan untuk menuntut
prestasi kepada gabungan Petani Pemakai Air sesuai yang
diperjanjikan dan  DPU pengairan juga memikul beban  untuk
melaksanakan perjanjian dengan itikad baik baik, dengan demikian
dapat dikatakan bahwa kedudukan dua pihak adalah seimbang.
5). Asas kemanfaatan umum
Bahwa perjanjian luran Pclayanan Irigasi (IPAIR) dibuat
sesuai dengan manfaat, kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang
sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan
untuk mengatur air irigasi secara nasional.

2.2 Syarat Perjanjian IPAIR

Sebelum diadakannya suatu perjanjian Iuran Pelayanan Irigasi
(IPAIR) dan penentuan syarat-syarat daerah irigasi didakan inspeksi
jaringan irigasi yang dilakukan bersama-sama oleh DPU pengairang dan
gabungan Petani Pemaki Air menjelang awal tahun tanam pada suatu

daerah/jaringan dengan jalan mengadakan pengamatan, pemeriksaan,
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pcmbicaraan,‘ dan pembahasan | tentang kondisi prasarana dan sarana
irigasi, pelayanan yang akan dapat tersedia dan harapan-harapan yong
dikemukakan guna  menyusun - rencana opcnisfonnl dan pelayanan
angg;}mn wahunan, sctelah melalui semua semua proses di atas dapat
ditentukan beberapa syarat-syarat yaitu syaral yang pertama merupakan
syarat subyektif yaitu mengenai subyek hukum atau orangnya, sedangkan
syarat kedua merupakan syaral obycktif yaitu mengenai obyck hukum
atau bendanya. |

Mengenal syarat subyektil” yaitu kecakapan, hal ini berarti pthak-
pihak yang membuat - perjanjian merupakan orang-ofang yang sudah
memenuhi syarat menurut hukum. Subyek hukum dalam itmu hukom
dfbedakan menjadi dua yaitu :
a. Subyek hukum manusia.
b. Subyck hukum badan hukum.
Subyek hukum manusia dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak di
dalam melakukan hubungan hukum apabila dipenuhi syarat-syarat schagai
berikut :
- telah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin.
- tidak cacat mental, tidak terganggu jiwanya.
- seseorang yang tidak berada di bawah pengampunan,

Dalam syarat obyektil’ yaitu mengenai obyck hukum  atau
bendanya. Oleh karena ity kriteria dacrah irigasi untuk lurang Pelayanan

Irigasi IPAIR harus terpenuhi seperti :
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a. Dacrah Irigasi lebih dari 500 hektar
b. Daecrah Irigasi berfungsi dengan baik
- prasarana hidrolis utama lengkap dan dalam keadaan yang baik
- prasarana hidrolis di tingkat tersier lengkap dan berfungsi baik
- tak ada masalah-masalah besar dengan penyediaan air.irigasi
dan/atau pembagian air irigasi
- tak ada masalah besar-besar dengan drainase/banjir.
C. AdaAPSA vang berfungsi : (Harus ﬁ1encakup paling sedikit 3 dan
kriteria di bawah int)
- Ada organisasi-organisasi P3A, lengkap dengan dewan pengurus
P3A dan daftar anggota
-. P3A telah ikuti pelatihan PTGA atau program lain
- P3A memungut iuran orgamisasi P3A O&P jaringan tersier
dan/’gtau mereka mciakukan kegiatan bersama {gotong royvong)
- P3A melaksanakan pemeliharaan unit terseier
d. Diutamakan daerah-daerah irigasi yang berdampingan dengan daerah
irigasi dimana IPAIR sudah dilaksanakan dan pada kesatuan areal
irigasi yang luas
d. Diutamakan daerah ingasi tingkat pendanaan dari APBN telah habis
dan yang menghadapi tingkat pendanaan operasi dan manajemen dari
APBD yang lebih rendah, akan dipilih berdasarkan prioritas untuk

diperkenalkan IPAIR.
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Proses Perjanjian IPAIR
Setelah terpenuhi berbagai syarat kesiapan daerah irigasi untuk
IPAIR, maka dilakukan proses untuk pelaksanaan perjanjian 1IPAIR

dengan mclalui beberapa tahapan scbagai berikut :

Menyeleksi jaringan untuk pelaksanaan IPAIR. Dilakukan hanya satu

kali pada satu jaringan sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Mengajukannya ke dalam pertemuan BAMUS untuk disepakati.

Menyediakan peta situasi/lay out, peta skematik lahan dan peta
skematik kontruksi.

Menvediakan data dasar jaringan irigasi.

Menyusun rencana debit air per tersier pada setiap P3A. per musim

tanam, berpedoman pada debit air vang lalu.

Menyediakan data kerusakan jaringan irigasi dan kekurangan fasilitas

operasi.

Membantu dan membimbing P3A dalam meregistrasi lahan dan petani

pemakai air. Bila P3A belum ada mengusahakan terbentuknya P3A.

Membentuk gabungan P3A dengan jalan mengadakan pertemuan P3A .

untuk sewilayah Gabungan P3A.

Mengadakan penelusuran jaringan irigasi dengan mengikutsertakan
Ketua P3A dan Ketua Gabungan P3A sekali dalam setahun dan
dilaksanakan pada bulan Juni — Agustus. Tingkat Cabang Seksi P.U.
Pengairan sebagai pelaksana. |

- Menghitung Anggaran Kebutuhan Nyﬁla Biaya Operast dan

Pemeliharaan.



Menggunakan hasil penelusuran bersama P3A dan Gabungan P3A dan -
catatan rutin Cabang Seksi P.U. Pengairan berupa data kerusakan dan
kekurangan fasilitas pengoperasian jaringan serta rencana pcrbai‘kan
O&P yang telah dibicarakan bersama di lapangan. Ini diseleksi agar
tidak memasukkan rencana bangunan baru atau pengadaan serta
pembiayaan di luar kegiatan O&P jaringan.

- Menghitung tarif IPAIR
Tergantung dari besarnya Anggaran Kebutuhan Nyata biaya O&P
jaringan irigasi . Menggunakan prosedur cara menghitung tarif IPAIR.
kemudian diikuti dengan menghitung rencana besarnya uang IPAIR
per tahun per P3A. per Gabungan P3A dan per Daerah Irigasi.

- Melengkapi peta skematik lahan dengan data dan hasil penelusuran
dan data sosial.

- Menyusun Rencana tahunan Operasi dan pemeliharaan jaringan yang
memuat minimal terdin atas :
+ Kegiatan penelusuran jaringan irigasi
¢ Permasalahan O&P
+ Jenis kegiatan O&P jaringan sebagai pemecahan masalah O&P

beserta rincian biayanya
o Jenis kegiatan O&P yang dibiayai dana I[PAIR dan rincian
pembiayaannya

« Jenis kegiatan O&P yang dibiauyai Pemcrintah dan rincian

pembiayaannya



. Mengajukan di dalam OP untuk tahun yang akan datang bagi

kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan uang IPAIR

- Mengadakan Kesepakatan Pelayanan Irigasi dan Pembayaran lurannya

Setelah selesai melakukan kegiatan penclusuran jaringan, menghitung
tarif.dan menyusun ROP maka diadakan kesepakatan antara aparat
Pemerintah c¢.q. Cabang Dinas P.U. Pengairan dengan wakil P3A
dilakukan satu kali setahun secara formal. Dan disahkan Kepala

Daerah.

- Mengajukan rencana pelaksanaan O&P dari uang IPAIR

Kepala Cabang Dinas P.U. Pengairan mengajukan rencana
penggunaan uang IPAIR dengan berpedoman pada ROP yang tclah
disetujui KDH. Kesepakatan yang telah dicapai secara formal dan
mengajak Ketua Gabungan P3A mevmbcri masukan terhadap rencana
O&P yang akan dibiayai dengan uang IPAIR yang telah ditetapkan di
dalam AKNQP jaringan.

Melaksanakan O&P dengan biaya dari uang IPAIR

* Menginformasikan kepada Ketua Gabungan P3A sebelum dan

setelah melaksanakan O&P dengan Swakelola atau Pihak Ketiga.

» Melaporkan hasilnya kepada KDH dan membuat pertanggungan

jawab penggunaan uang IPAIR.
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Masalah Dalam Wanprestasi

Dalam suatu perikatan apabila seorang debitur karena
kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dikatakan
debitur itu telah “Wanprestasi”. la alpa “lalai” atau ingkar janji. Atau juga
ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak
boleh dilakukanya.

Wanprestasi ( kelalaian atau kealpaan ) seoréng dbitur dapat
berupa empat macam :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya ;

b.Melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana °
dijanjikan; |

c. Melakukan apa yang dijanjikanyatetapi terlambat,

d. Melakukan - sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukanya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan siberhutang ( siberhutang atau
debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu ), diancam beberapa
sangsi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat
macam yaitu :

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur berupa ganti-rugi;

b. Pembatalan perjanjian;

(o]

. Peralihan resiko;

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dipengadilan.
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Karena wanprestasi ( kelalaian ) mempunyai akibat-akibat yang -
begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah siberutang
melakukan wanprestasi atau lalai. Schubungan dengan itu tentang
bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur ag'ar' jika ia tidak
memenuhi kewajiban itu dapat dikatakan lalai, hal ini telah dijelaskan
didalam kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1238 : “Siberurang
adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu
telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri menetapkan bahwa
siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya wakiu yang
ditentukan™.

Dengan dibedakannya wanprestasi tersebut muncul suatu
persoalan yaitu jika seorang debitur tidak memenuhi prestasinya tepat
pada waktunya, apakah debitur ini dianggap terlambat atau tdak
memenuhi  prestasi sama sekali ? Jika debitur tidak dapat lagi untuk
memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur ini tidak memenuhi
prestasi sama sekali. Apabila prestasi dari debitur masih dapat diharapkan
pemenuhannya maka bisa dikatakan debitur tersebut terlambat memenuhi
prestasi. Sedangkan seorang debitur yang memenuhi prestasinya dengan
tidak sempurna, ia dianggap terlambat memenubhi prestasi jika prestasinya
masih dapat diperbaiki dan jika tidak maka debitur ini dianggap tidak
memenuhi prestasi sama sekali.

Di dalam naskah kesepakatan bersama pelayanan irigasi IPAIR
telah diatur mengenai ketantuan jika pihak kedua dalam hal ini yaitu

gabungan petani pemakai air melakukan kesalahan atau wanprestasi
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gabungan petani pemakai air melakukan kesalahan atau wanprestasi
dengan tidak melakukan kewajibannya, maka DPU pengairan bertindak
atas nama pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Brebes sebagai pihak
pertama  sesuai dengan naskah kesepakatan besama yang telah
ditandatangani melakukan tindakan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2,
yaitu denda dan sanksi.
Ayat |
Wajib IUR yang terlambat membayar luran Pelayanan Irigasi dihitung
dari satu bulan setelah batas waktu pembayaran terakhir pada petam
pemakai air yang bersangkutan dikenakan tambahan pungutan sebesar 1,5
% setiap bulan keterlambatan.
Ayat 2

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran luran Pelayanan Irigasi IPAIR
pada ayat (1) di atas menyangkut seluruh atau sebagian besar wajib IUR
dani satu petak tersier, selurﬁh air ke petak tersebut dapat ditutup untuk
musim berikutnya. Bila iuran dibayar oleh sebagian besar wajib [UR maka
pintu tersier dapat dibuka kembali.

Tetapi dengan tidak terlepas dalam ketentuan pasal 8 di atas
terdapat kemudahan bagi petani pcmakai air mengenai pengguguran dan
pembebasan [uran Pelauyanan Irigasi IPAIR seperti tercantum dalam

pasal 6 ayat 1,2,3.

Pasal 6

Pengurangan/Pembebasan IPAIR



(1)Petani dibebaskan dari kewajiban membayar luran Pclayanan Irigasi
apabila karena satu dan lain hal sawahnya tidak menghasilkan (Puso)
dengan disertai Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(2)Untuk mendapatkan pembebasan’ dari kewajiban membayar luran
Pelayanan Irigasi, petani harus mengajukan permohonan pembebasan
dan/atay pengurangan iuran secara kolektif diajukan sccara tertulis
kepada Ketua BAMUS.

Surat permohonan pembebasan dan/atau pengurangan iuran terscbut
berdasarkan hasil peninjauan lapangan ileh Juru Pengairan dan PPL,
yang disetujui oleh Kepala Desa dan Camat.

(3)BAMUS IPAIR mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut
dalam waktu paling lambat 4 (empat) minggu setelah permohonan
diajukan dan disampaikan kepada dalam bentuk Surat Keputusan

Pembebasan/Pengurangan iuran.
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Adapun hasil penelitian dan analisanya adalah scbagai berikut :
Hak Dan Kewajiban

Perjanjian adalah suatu yang peristiwa dimana sescorang berjanji kepada
brang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk malaksanakan suatu
hal.

Dari peristiwa itu_ditimbulkan suatu hubungan antara orang-orang
tersebut yang dinamakan “ perikatan . Dengan demikian hubungan antara
perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.
Akan tetapi tidak selalu perikatan menimbulkan perjanjian, sebab suatu perikatan
itu dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula tidak dari perjanjian, Hal ini sudah
ditegaskan dalam pasal 1233 Kitab Undéng—undang Hukum Perdata Yaitu “ Tiap-
tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undan g-undang”.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan bagian dari perikatan.
Kadang-kadang suatu perjanjaian discbut juga dengan persetujuan, karena kedua
belah pihak bersetuju atau bersepakat untuk malaksanakan sesuatu. Karena
perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas, dengan alasan suatu perikatan
dapat terjadi karena : -~

1. Perjanjian.

2. \Jndang-undang atau bukan dari perjanjian.

43
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Hukum perikatan yang diatur dalam Buku ill .K.itab Undang-undang
Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang ‘dengan orang, seilingga
- di dalam hukum perikatan akan timbul hak perscorangan ( personen recht).
Dengan adanya hak perseorangan itu maka dalam hukum perikalanya
menunjukkan bahwa satu pihak menuntut kapada pihak yang lain berupa prestasi

( sesutau yang dapat dituntut ).

Didalam perjanjian iuran pelayanan irigasi ( IPAIR ) terdapat dua pihak
yaitu DPU pengairan sebagai pemegang hak dan petani pemakai air sebagai
penuntut hak dimana kedua-duanya mempunyai kewajiban yang sama dalam
pemenuhan prestasi. Jika kita lihat dari pengertian dari kesepakatan bersama
iuran pelayanaﬁ irigasi ( IPAIR ) adalah sebuah perjanjian yang dibuat setiap
tahun anggaran antara instansi yang berwenang rr;emberi pelayanan irigasi
dengan .penen'ma pelayanah irigasi yaitu orgaﬁisasi petani pemakai air. Dari sini
penulis bisa melihat bahwa kesepakatan bersama yang dibuat antara DPU
pengairan dan petani pemakai air, merupakan bentuk pelayanan DPU pengairan
kepada petani pemakai air dimana diharapkan hasil dari pungutan iuran irigasi
difungsikan untuk pembangunan dibidang irigasi dan mendukung kegiatan

operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada.



Kesiapan daerah irigasi dan prosedur iuran pelayanan irigasi merupakan
syarat adanya perjanjian atau kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi. Jika
kedua hal ini terpenuhi maka proses perjanjian dapat dilakukan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian atau kesepakatan bersama
iuran pelayanan irigasi merupakan bentuk murni kesepakatan pemerintah yang
diwakili oleh DPU pengairan dengan para petani yang diwakili gabungan petani
pemakai air, dimana didalam kesepakatan bersama ini mempun&ai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1992
tentang iuran pelayanan irigasi, BAB 1l mengenahi sasaran ipair, pasal 2 bahwa
dalam rangka mengamankan hasil-hasil pembangunan di bidang irigasi dan
untuk meningkatkan manfaat air irigasi khususnya di kabupaten, masyara‘kat
petani pemakai air di wilayah yang bersangkutan perlu ikut serta mengamankan
hasil-hasil pembangunan dibidang irigasi dan mendukung kegiatan operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 3 ayat 2 setiap anggota perkumpulan petani »pemakai air
mempunyai hak atas pelayanan irigasi. Dan bunyi ayat 1 pasal 3 bahwa
diwajibkan membayar iuran pelayanan irigasi ; demgan tingkat pelayanan dan
tarif yang tclah ditetapkan.

Sesuai isi naskah kesepakatan bersama pelayanan irigasi  dan
pembayaran iuran dalam pasal 2 tentang pelayanan irigasi ( opersasi ) ayat (1)

sesuai fasilitas dan kondisi jaringan irigasi saat ini yang telah diketahui bersama
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pada penelusuran jaringan oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka pelayanan
irigasi sampai pada pintu tersier akan dilakukan oleh pihak pertama. Ayat ( 2 )
kegiatan pelayanan irigasi atau pembagian air secara adil dan merata mulai dari
pintu tersier keseluruh petak lahan petani pemakai air dilakukan oleh pengurus
petani pemakai air.

Kemudian bunyi ayat 4 naskah kesepakatan bersama ayat ( 1 ) pihak
kedua wajib membayar iuran pelayanan irigasi sesuai dengan tingkat pelayanan
dan tarif yang telah ditetapkan pada setiap tahun tanam.

Dari ketentuan - isi perjanjian atan naskah kesepakatan bersama
pelayanan irigasi (IPAIR) diatas bahwa perjanjian iuran pelayanan irigasi
(IPAIR) antara instansi yang berwenang memberi pelayanan irigasi dengan
perkumpulan patani pemakai aic yang menerima pelayanan irigasi mempunyai
kewajiban dan, tanggung jawab serta wewenang yang harus dipikul bersama
untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah
ada dalam bentuk hak dan'kewajiban.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Perjanjian

Irigasi merupakan sarana pengairan yang dibuat pemerintah guna

kepentingan rakyat. Di mana irigasi difungsikan untuk kegiatan pengairan
sawah atau untuk kepentingan umum lainya. Tetapi tidak semua sarana dan
prasarana pengairan irigasi, dalam hal ini perbaikanya ditanggung oleh

pemerintah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang luran
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pelayanan irigasi di mana diharapkan hasil dari program iuran pelayanan irigasi
IPAIR dapat digunakan sebagai biaya operasional dan pemeliharaan.

Program IPAIR diterapkan pada suatu daerah tertentu di mana daerah itu
merupakan kawasan pertanian dan merupakan daerah potensial. Baik itu
ditingkat propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa.

Pelaksanaan program IPAIR oleh pemerintah yang di dalam prosesnya
melalui prosedur IPAIR, diantaranya mengenai suatu perjanjian atau disebut
kesepakaan bersama dalam perjanjian IPAIR. Dan - kesepakatan bersama ini
melibatkan para pihak. Sesuai dengan judul skripsi ini tentang tinjauan hukum
tentang k.esepakatan bersama antara DPU pengairan pemali hulu dengan
gabungan pemakai air mengenahi pelayanan irigasi IPAIR dikabupaten brebes.
Maka ada dua pihak yaitu DPU pengairan dan gabungan petani pemakai air.

Program IPAIR ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah bersama
petani pemakai air di mana dalam penerapanya mengalami banyak kendala yang
sering muncul khususnya dalam penerapan perjanjian iuran pelayanan irigasi
dikabupaten brebes sehingga dapat menghambat jalanya proses IPAIR.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis, macam kendala yang
sering muncul adalah :

a). Belum terkoordinasi organisasi gabungan petani pemakai air di kabupaten
Brebes secara penuh artinya bahwa masih ada petani pemakai air enggan

untuk ikut dalam organisasi gabungan petani pemakai air walaupun sudah
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dilaksanakanya penyuluhan tentang iuran pelayanan irigasi ( [PAIR ),

sehingga menghambat proses berjalanya IPAIR.

b). Realisasi iuran pelayanan irigasi ( IPAIR ) dalam hal penarikan iuran kepada

petani tidak bisa berjalan sepenuhnya karena :
1. Tingkat kesadaran akan kewajibanya membayar iuran masih kurang,
2. Keberhasilan panen tetapi tidak didukung dengan kewajiban membayar

iuran.

c). Tingkat pelayanan kebutuhan air kepada petani pemakai air kurang optimal

d).

karena pada daerah tertentu suber daya air semakin sulit sebagai akibat
banyaknya hutan yang ditebangi.

Sumber daya manusia artinya bahwa petani pemakai air dengan tingkat
pengetahuan yang masih kurang tidak mau ikut serta mendukung program
pemerintah khususnya program IPAIR. Padahal program IPAIR men‘xpakan
program untuk kepentingan pembangunan dan perbaikan sarana irigasi, dan

salah satu pendapatan asli daerah.

Akibat dari berbagai macam kendala di atas program iuran pelayanan

irigasi IPAIR yang merupakan program pemerintah tidak dapat berjalan sesuai

dengan yang diharapkan namun program iuran pelayanan irigasi ( IPAIR )

harus bisa diterapkan secara maksimal karena ini merupakan pemasukan asli

daerah.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis deagan kepala DPU

pengairan pemali hulu semua kendala diatas secara bertahap akan ditanggulang
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dengan penyuluhan secara intensif di dagfah~d:;erah dan memberikan pengertian
kepada petani pemakai air bahwa program iuran pelayanan irigasi merupakan
program pembangunan irigasi yang direncanakan pemerintah, demi kepentingan
pemakai air irigasi.s Daﬁ beberapa kendala mengenai penunggakan pembayaran
sanksi sudah ditetapkan dalam naskah kesepakatan bersama iuran pelayanan
irigasi [PAIR pasal 8 mengenai denda -dan sanksi yaitu dengan tambahan
pungutan sebesar 1,5% setiap satu bulan keterlambatan, dan penutupan air
untuk seluruh petak tersier.
3. Tata Cara Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi
Setelah ditandatanganinya perjanjian kesepakatan bersama iuran pelayan
irigasi ( IPAIR ) antara DPU pengairan dan petani pemakai air maka sejak saat
itu kedua belah pihak tclah dianggap telah menyetujui isi dari naskah
kesepakatan bersama, berdasarkan pada prosedur iuran pelayanan irigasi yang
telah dilakukan bersama sebelum.genam{z\;tanganan naskah kesepakatan bersama.
Tetapi hal ini tidak menjad'i jaminan bahwa penandatanganan naskah
kesepakatan bersama setelah melalui suatu proses mengenahi .prosedur iuran
pclayanan irigasi dapat berjalan ses.dai yang diharapkan, karena pada dasarnya
setiap subyek hukum mempunyai kemungkinan melakukaﬁ wanprestasi, apakah
ia orang biasa atau badan milik pemerintah sekalipun, jika terbukti melakukan
kesalahan atau wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk pemenuhan prestasi.
Akan tetapi didalam naskah kescpﬁkatan bersama atau dalam membuat

perjanjian memuat pasal-pasal yang‘ memudahkan kedua belah pihak dalam

e vemeae _—~\.~. e

_‘\.....x_‘ |
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" melaksanakan suatu perjanjian diantaranya mengenahi tata cara penyelesaian
jika terjadi wanprestasi atau penyelesaian perselisihan.

Telah ditegaskan dalam pasal 2 naskah kesepakatan bersama iuran
pelayanan irigasi IPAIR.

Ayat l sesuai dengan fasilitas dan kondisi jaringan irigasi saat ini yang
telah diketahui bersama pada penelusuran jaringan olch pihak pertama dan pihak
kedua, maka pelayanan irigasi sampai pada pintu tersicr akan dilakukan olch
pihak pertama.

Ayat 2 kegiatan pelayanan irigasi / pcmbagian air sccara adil dan merata
mulai dari pintu tersier keseluruh petak lahan petani pemakai air dilakukan oleh
pengurus perwakilan pemakai air.

Pasal 4 mengenai penetapan iuran pelayanan irigas

Ayat 1 bahwa pihak kedua wajib membayar iuran pelayanan irigasi
sesuai dengan tingkat pelayanan yang telah ditetapkan untuk masa tahun tanam
dengan dasar pertimbangan penetapan tarif iuran pelayanan irigasi.

Berdasarkan bunyi pasal 2 ayat | dan 2 dan pasal 4 ayat | dan 2 naskah
kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi IPAIR jika keduva belah pihak tidak
melaksanakan sesuai dengan isi naskah kesepakatan ini maka bisa dikatakan
telah mengingkari atau telah terjadi wanprestasi.

Kemudian diatur pula tatacara penyelesaian apabila salah satu atau
kedua belah pihak melakukan wanprestasi atau terjadi perselisihan didalam

melaksanakan isi perjanjian. Yaitu s¢perti ditegaskan dalam pasal 11 ayat | dan

2. Penyelesaian perselisihan :
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Ayat |

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan kescpakatan bersama, maka
akan diusahakan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.

Ayat 2
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua

pihak akan menyerahkan masalahnya kepada bupati sebagai kepala dacrah
kebupaten brebes untuk diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pada dasarnya kesepakatan bersama ini merupakan bentuk perjanjian
yang dibuat Pemerintah untuk kepcnlinggn masyarakat tetapi tidak bertentangan
dengan undang-undang atau berlawanan dengan Kesusilaan baik atau ketertiban
umum.

Berbeda dengan suatu perjanjian dimana berpijak kepada hukum yang
berlaku terhadap perjanjian maka pelanggaran dari pihak yang berjanji dapat
dituntut malalui pengadilan negeri atas kesalahanya. Tetapi kesepakatan
bersama pelayanan irigasi ipair ini berpegang kepada etika kehidupan yang
berlaku pada masyarakat sctempat, karena itu kesepakatan tcrikat dengan
budaya masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mencari keberhasilan iuran
pelayanan irigasi. |

Sehubungan dengan kesepakatan, setiap sctiap permasalahan yang
timbul dipecahkan melalui musyawarah menuju kesepakatan didalam kontek
pelayanan irigasi dan pembayaran iuranya.

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang, maka dapat
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disimpulkan bah‘wa -p.érjanjian juran pelayanan irigasi merupakan suatu
perjanjian yang dibuat antara pemerintah yang diwakili oleh kepala cabang
dinas pekerjaan umum pengairan tingkat kabupaten dengan para petani pemakai
air yang diwakili ketua gabungan petani pemakai air dimana dalam pelaksanaan
isi naskah kesepakatan mengalami perselisihan atau terjadi wanprestasi,
penyelesaian melalui dua hal seperti tercantum dalam naskah kescpakatan
bersama. Pasal 11 ayat | dan 2
Ayat |

Penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesepakatan
bersama iuran pelayanan irigasi ini berpegang pada etika kchidupan yang
berlaku  di  masyarakat . setempat.  Schingga apabila  mengalami  suatu
permasalahan dalam pelaksanaan isi naskah kesepakatan, jalur yang ditempuh
adalah dengan musyawarah.

Dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan kultur budaya dan pola
hidup masyarakat petani sehingga dalam kesepakatan iuran pclayanan irigasi
tidak menggunakan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam penerapan
juran pelayanan irigasi tetapi lebih memperhatikan budaya serta ctika.

Ayat 2
Apabila dalam pelaksanaan isi naskah kesepakatan terjadi suatu persclisihan
dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka jalur yang ditempuh
adalah menyerahkan permasalahan kepada bupati untuk disclesaikan malalﬁi

prosedur hukum yang berlaku.



Dari - hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan

. . 9 . .
wawancara dengan kepala cabang dinas pekerjaan umum’ pengairan pemali

hulu dan ketua gabungan petani pemakai air'" bahwa setiap permasalahan yang
timbul dalam pelaksanaan isi naskah kesepakatan bersama ini disclesaikan
dengan cara musyawarah antara petani pemakai air diwakili ketua gabungan
petani pemakai air bersama kepala dinas DPU pengairan pemali hulu dengan
menyerahkan kepada badan musyawarah ( BAMUS ). Dan hampir scmua
permasalahan itu tidak diselesatkan melalui jalur hukum karena bentuk
wanprestasi yang sering terjadi adalah berupa penunggakan pembayaran.
Sebaliknya, * keterlambatan pembayaran tidak . dapt dibiarkan karena akan
memelihara sikap menunggak, kurang perhatian dan kurang disiplin. Maka
sanksi yang diberikan karena keterlambatan pembayaran iuran adalah dikenakan
tambahan pungutan sebesar 1,5% setiap satu bulan k_eteﬂambatan. Sesuai isi
pasal 8 ayat | naskah kesepakatan bersama iuran pelaya’nan irigasi. Dan petani
pemakai air mau memenuhi  ketentuan-kelentuan yang ada dalam naskah

kesepakatan bersama pelayanan irigasi [PAIR.

® Wawancara Dengan Bapak Ir. Eko Pawito

1% wawancara Dengan Bapak Sarbingi



BAB 1V

PENUTUP

Dalam bab [V ini dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap
permasalah yang telah dibahas maupun dianalisa pada bab-bab terdahulu.

Adapun kesimpulan aan saran-sarannya adalah sebagat berikut :
A. Kesimpulan

1. Perjanjian IPAIR merupakan perjanjian antara instansi yang berwenang yaitu

DPU peﬁgairan dengan organisasi petahi pemakai air yang di dalamnya

'terdapat hak dan kewajiban ;Yaitu :

a. kepada setiap vanggota perkumpulan petani pemakai air diwajibkan

membayar furan sesuai dengan tingkatan dan tanf yang telah ditempatkan
Ab. mempunyai hak atas pelayanan irigasi
Dan hak kewajiban DPU pengaairan :

a. DPU pengairan sebagai pihak pertama berkewajiban memberikan
pelayanan sarana irigasi pada pintu air tersier untuk dialirkan pada |
lahan pertahian dén mempunyai

b. hak atas sarana irigasi dalam hal pengoperasiannya.

2. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian seperti belum
terkoor dinasi organisasi gabungan petani pemakai air dan penarikan iuran |
yang tidak bisa berjalan sepenuhnya serta pelayanan kebutuhan air kepada

petani kurang optimal akan ditangulangi dengan penyuluhan secara intensif

54



W
w

dan memberikan pengertian mengenai program iuran pelayanan irigasi
(IPAIR).

3. Mengenai cara penyelesaian jika terjadi wan prestasi bahwa telah ditegaskan
dalam naskah kesepakatan bersama pasal ll, ayat 1 dan 2 yaitu penyelesaian
dengan cara musyawarah mufakat dan apabila perselisihan ‘tidak dapat
diselesaikan  melalui  musyawarah mufakat déngan menyerahkan
permasalahan kepada Bupati untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang

berlaku, melalui Badan Musyawarah (BAMUS).

B. Saran-saran
Dengan segala keterbatasan pengetahuan maka tidaklah berlebihan jika
penulis  memberikan saran-saran  yang mungkin = dapat bermanfaat bagi
kepentingan ilmiah dan masyarakat umum.
Saran-safén yang dapat diberikan yaitu :

1. Mengingat air mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi dalam peningkatan
produksi maka hendaknya pemanfaatan perlu diatur dengan sebaik-baiknya,
yaitu pemanfaatan untuk air irigasi pertanian maupun produksi air bersih.

2. Perkﬁmpulan petani pémakai air merupakan suatu pérkumpulan yang
bertujuan memecahkan masalah sosial ekonomi maka hendaknya dalam
pembentukannya memperhatikan :

a. Tingkat kesiapan masyarakat petani
b. Memilih daerah yang memenuhi persyaratan IPAIR

c. Keadaan sosial budaya



3. Memberikan pembinaan dan dorongan dari pemerintah daerah dalam hal
beroganisasi maupun kemampuan -bidang teknis pertanian kepada masyarakat
petani, secara berkesinambungan khususnya tentang pelaksanaan program
IPAIR

4. Kepada petugas dari DPU pengairan - hendaknya bersikap adil dalam

memberikan jatah air kepada petani pemakai air, yaitu sistem pengaliran air

irigasi secara merata.



ABSTRAKSI SKRIPSI

Juran pelayanan atau disebut IPAIR merupakan iuran yang dipungut dari
petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di
bidang irigasi. Ini merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara
instansi yang berwenang yaitu PPU pengairan, dengan organisasi petani pemakai
air.

Program IPAIR yang diterapkan oleh pemerintah mempunyai dasar
pemikiran bahwa diharapkan dengan program IPAIR memperoleh pengembalian
dari semua biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama daerah irigasi dan
memungkinkan sistem pengairan agar menghasilkan dananya sendiri untuk
mengurangi beban pemerintah pusat.

Perjanijan [PAIR yang dubuat setiap tahun anggaran antara instansi yang
berwenang dengan penerima pelayanan irigasi yaitu organisasi petani pemakai air
dimana di dalamnya terdapat kewajiban pembayaran berupa iuran.

Kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada petani pemakai air ini
merupakan bentuk hubungan timbal balik bahwa petani pemakai air memperoleh
air irigasi untuk kepentingan pengairan sawah maupun industri dan DPU
pengairan yang memberikan fasilitas air dan sekaligus sebagai wakil pemerintah
yang mempunyai hak pemanfaatan atas sarana dan prasarana air irigasi.

Dari hasil pungutan iuran yang dibayarkan oleh petani kemudian
difungsikan untuk pembangunan sarana di bidang irigasi dan mendukung kegiatan
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada sekaligus sebagai
pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan program IPAIR di Kabupaten Brebes melalui beberapa
tahapan yaitu melaksanakan penyeleksian jaringan untuk program IPAIR
kemudian menyediakan data jaringan irigasi serta membentuk organisasi
perkumpulan petani pemakai air atau disebut P3A.

luran pelayanan irigasi di Kabupaten Brebes dalam penerapannya terdapat
beberapa kesulitan atau kendala yang dihadapi pemerintah daerah setempat yaitu
masih sulitnya kesadaran para petani untuk ikut serta dalam organisasi gabungan
para petani pemakai air, atau masih belum terkoordinasi . Dan beberapa kendala
lain dalam pelaksanaannya yaitu dalam penarikan iuran yang tidak bisa terpenuhi
sesuai dengan jumlah petani pemakai air.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam program IPAIR ini akan
ditanggulangi dengan cara penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah yang
terdapat program [PAIR secara intensif dan memberikan pengertian mengenai
program iuran pelayanan irigasi secara bertahap.

Pelaksanaan IPAIR yang diterapkan pemerintah dimungkinkan mengalami
beberapa permasalahan atau dalam hukum perjanjian disebut WANDRESTAS],
seperti penunggakan pembayaran atau terjadi perselisihan antara dua pihak. Akan
tetapi program iuran pelayanan irigasi yang diterapkan oleh pemerintah , di awal
pelaksanaannya didahului derngan adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang
ditandatangani pihak-pihak yang bersangkutan.



Seperti di dalam naskah kesepakatan yang di tandatangani dua belah pihak
terdapat aturan yang mengatur mengenai penyelelesaian jika terjadi perselisihan
yaitu diatur dalam pasal 11 ayat 1dan 2. Penyelesaian dengan cara mufakat yang
artinya setiap permasalahan dibicarakan kedua belah pihak yang berselisih secara
bersama untuk mendapatkan penyelesaian. Dan cara yang kedua jika penyelesaian
dengan cara musyawarah tidak dapat tercapai suatu penyelesaian maka dengan
cara menyerahkan permasalahan kepada BAMUS IPAIR dan kepada Bupati.
Untuk dapat atau tidak disclesaikan dengan melalui prosedur hukum yang
berlaku.
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a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah. '

b.  Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

¢. Setelah research/survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa
Tengah.

V. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dart :

...h..oktob.p-&nopembepggoau............................................................ ....................

Dikeluarkandi : SEMARANG
Pada tanggal ~ : 4 OXTCBER 2071

[EM
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CABANG DINAS PEMALI HULU
RANTING JENGKELOK

JALAN PANGERAN LOSARI NO. 12 LOSARI KODE POS 52255

wr 3 655/25/RRJ/2001

mpiran s

rihal s Liin Regesxohe

Yang bertanda tangan di Bawah ini CABANG BINAY PEMALI HULU
RATING JENGKELOK ,menerangkan:

NAMA : AJI SWMAD: O

NIM : 03.97. 4394

Mahasiswa ¢ FAKULTAS RUKUM (UNIFERSITAS ISIAM SULwAN

AGUNG) SEMARANG

telah melakukan servey/resereach, tentang:
I8RAN PrlaAtANAN IRIGASI(IPAIR) DIKabupaten brebes, Recamatan
Lesari. |
vengan judul skripsi = TINJAYAN HUKUM TENTANG KESmPAKATAN
BERSAMA ANTARA DPPU PENwAIRAN PEMALL #ULU DENGAN GABOUNGAN
PETANI PEMAKAI AIR MENuaNAl PELAYANAN IRIGASI IPAIR DI
KABUPA'TEN BREBES."
Demikian surat keterangan iﬁi dibuat untuk dapat di per

gunakan seperlunya.
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PEMERINTAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BREBES

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PELAYANAN IRIGASI DAN PEMBAYARAN
IPAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
BREBES

DAERAH IRIGASI JENGKELOK




NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PELAYANAN IRIGASI DAN PEMBAYARAN I1URAN
DI DAERAH IRIGASI JENGKELOK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I BREBES.

Pada hari ini, Kamis tanggual dua puluh satu April tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, yang bertanda
tangan di bawah ini :

(1) NAMA : PARDJIMAN, BIE.
Jabatan Kepala Dinas PU Pengairun Prop. Dati |
Jawa Tengah Cabang Malahayu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas  nama
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkut II Brebes.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

(2) NAMA SARBINGI
Jabatan Ketua Gabungan Petani Pemakai Air
(P3A) pada DI Jengkelok,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Petant
Pemakai Air dari Daerah Irigasi Jengkelok.
Selanjutnya disebut Pihak Kedua. /
Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat Kesepakatan
Bersama mengenai pemberian Pelayanan Irigasi oleh Pihak
Pertama dan Pembayaran Iuran Irigasi oleh Pihak Kedua dari
Duerah Irigasi JENGKELOK - dengan ketentuan sebagai
berikut :

Pasal 1
Areal Pelayanan Irigasi

Gabungan P3A Dharma. Tirta DI Jengkelok yang mencakup
areal seluus 5.701,723 hektar seperti yang tercantum pada
lampiran 1 (satu).

Pasal 2
Pelayanan Irigasi (Operasi)

(1) Sesuai dengan fasilitas dan kondisi jaringan irigasi
saatiniyang telah diketahui bersama pada penelusuran
jaringan oleh Pihak Pertuma dan’'Pihak Kedua pada
tanggal 5 Oktober 1993, maka Pelayanan Irigasi sampai
pada pintu tersier akan dilakukan oleh Pihak Pertama
seperti yang tercantum pada lampiran 2 (dua).



(2)

(3)

Kegiatan Pelayanyn, lrignsi/l%mbngian air secara adil
dan merata mulaj dari pintu tersier ke seluroh perak
luhan Pelani Pemakaj Ajr dilakukan oleh Parapengurus
Dharma Tirta, S :

Pelayanan Irigasi zl'kau mengpalami pPerubuhan yang
disebabkun ' '

2.1, Terjudinya keaduan di Tuyr Jungkauan Pihak
Pertama Yaitu -keérusakan mendadyk jaringan
irigasi, musim kemarau terig dan/atau kemaray
Punjang schingga menpglangi kekurangan
persedinan gip dan  atau curun hujun Ving
mcelampaui kapasitps “Jarinpun irigasi yang
menyebabkan terjadinya banjir pauda musim hujan,

o
o

Pada waktu dilaksunakzm "kc'g,iatun pemeliharaan
berupa perbaikan ja'r‘ingan irigasi yang
membutuhkan keadaan kering  dylam waktu
terbatas, S, 3

o
w

Keaduan fasilims‘juringpn irignsi yang bertambah
baik  karena telah _dilakukannyn Kegiatan
Penpoperasian dan/atay pe;'b;;ik;m/pcmelihu raan
yang dibiayai ggpi Bang iurap Pelayanan irigay;
yung telah disetorkan oleh’ Petani Pemakai Ajr
dan/atayw dana Subsidi Pemerintah,

to

Terjadi keadaan di juar jangkauan apabila salah satu
anggota PIA meninggal dunia maka naskah kescpakatan
bersama akan ditinjau nlang.

Pasagl 3
Pemeliharagn Jyringan Irigasi

Kegiatan pemeliharaan Yang dimaksod di datym naskah
ini adaluah pemeliharaan jzu’jngtf“n iripgasi yang dibiayaj
dari husil pcngumpulun_I_u:"z';ﬁ Pelavanan Iripyg; yang
telah dibayurkan Oleh Pathini Pemaka; AT A paerah
Irigasi Jengkelok dalam tyhun 199371994,

Kegiatan pemeliharaan Juringan POy y;n"ig akan
dilaksanalkan dalam (4 hun L994/1995 ° teran
(liscpuk.ﬁ:ti/dicuntumkzll'l dilam laompiran 3 (tiza) duan
akan dikerjaukan sccara swakelola dan atau melaluj
Pihak Ketiga. B

Pihuk Pertama dapay menminta banquai Pitiak Kedua
untuk menppunakgn bennga ganggota P3a Dharma Tirgy
pada  jenis Pekerjnan - swakeloly atau  bilamang



 E—————

diperlukan ada jenis pekerjaan yang dilukukan secara
gotong royong karena tidak terjangkau oleh
pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai akibat darj
telah berubahnya keadaan dilapangan dengan keadaan

pada waktu penelusuran jaringan tanggal 5 Oktober
1993,

(4) Bila terjadi keadaan tidak terduga yang dapat merusak
jaringan Irigasi seperti  banjir, gempa bumi dan
sejenisnya, maka isi naskah ini dapat ditinjau kembalj
oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4
Penetapan luran Pelayanan Irigasi
(1) Pihak Kedua wajib membayar IPAIR sesuai dengan

Tingkat Pelayanan dan Tarif yang telah ditetapkan
untuk tahun 1993/1994.

(2) Dasar-dasar pertimbangan pencetapan tarif IPAIR tahun
1993/1994 adalah sebagai berikut :

- Besarnya Anggaran Kebutuhan Nyata biaya
Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Daerah Irigasi
Jengkelok berdasarkan prioritas sebesar
Rp 142.861.265,22

- Luas areal Daerah Irigasi Jengkelok 5.701,723
hektar.

-~ Dasar iuran per ha/tahun (IRP) adulah Rp 25.055,38.
- Faktor/tingkat penerapan iuran = 0,6

- Tingkat Pelayanan Irigasi = 0,8

- Tingkat Pelayanan Drainase = 0,8

- Tingkat Pelayanan tersier = 0,8

- Faktor / Tingkat Jaminan Ajr = 1,00

- Pola Tanam adalah Padj - Palawija - Palawija.

- Besarnya biaya insentif/upah pungut dan biaya
administrasi adalah 20 % dari juralah brutto iuran.

- Keadaan sosial ekonomi Petani Pemukai Air dinilaj
Mau, mampu membayar tarif yang ditetapkan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Melalui cara perhitungan Ppenetapan tarif maka tarif
IPAIR untuk tahun 1993/1994 disepakati Rp 12.000,00

per hektar/tahun baik untuk padi, palawija maupun
tebu.

Pemungutan iuran terhadap anggota dihitung dan
ditetapkan dengan tidak membedakan Tingkat
Pelayanan Irigasi yang diterima Pihak Kedua dj petak
sawah .

Besarnya iuran yang harus dipungut oleh setiap P3A
Dharma Tirta dimuat pada lampiran 4 (empat) dan akan
mengalami perubahan berdasarkan Daftar Areal Tanam
dan Daftar Areal Panen yang dibuat oleh Pihak Kedua

bersama Pihak Pertama.
Pasal 3
Cara dan Waktu Pembayaran

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat 11 Brebes
bertanggung jawab atas terlaksananya pemungutan
IPAIR.

P3A Dharma Tirta bertugas membantu DIPENDA Tingkat
I1 Brebes dalam melakukan pemungutan langsung
terhadap Petani Pemakai Air.

Surat Pemberitahuan Iuran memuat jumlah iuran yang
akan dipungut untuk satu tahun penuh dikirim oleh
DIPENDA Tingkat IT Brebes kepada P3A Dharma Tirta
dengan tembusan kepada Ketua Gabungan P3A Dharma
Tirta, Camat dan Kepala Desa setempat.

Surat Tagihan luran dikirim olch DIPENDA Tingkat 11
Brebes kepada P3A Dharma Tirta Pada bulan Maret 1994
dengan tembusan kepada Ketua Gabungan P3A Dharma
Tirta, Camat dan Kepala Desa.

Ketua P3A Dharma Tirta bertanggung jawab atas
keberhasilan pemungutan langsung iuran darj
anggotanya dan penyetoran selu ruhnya dalam waktu 24
jam pada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) yang
(elah ditetapkan. .

Camat, Kepala Desa dan Ketua Gabungan P3A Dharma
Tirta setempat bertanggung jawab memantau,
mengawasi danmemperlancar keberhasilan pemungutan

IPAIR dan penyetorannya ppada Bendahara Khusus
Penerimaan (BKP).



(6) P3A-Dharma Tirta wajib meémbuat dan menyampaikan
Rekapitulasi (Formulir - 06) hasil pemungutan IPAIR
setiap musim pemungutan kepada DIPENDA Tingkat I1
Brebes selambat-lambatnya satu minggu setelah
tanggal pemungutan iuran.

Pasal 6
Pengurangan/Pembebasan [PAIR

(1) Petani dibebaskan dari kewajiban membayar Iuran
Pelayanan Irigasi apabila karena satu dan lain hal
sawahnya tidak menghasilkan (Puso) dengan disertai
Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk mendapatkan pembebasan dari kewajiban
membayar Iuran Pelayanan Irigasi, Petani harus
mengajukan permohonan pembebasan dan/atau
pengurangan juran secara kolektif diajukan secara
tertulis kepada Ketua BAMUS.

Surat permohonan pembebasan dan/atau pengurangan
iuran tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan

oleh Juru Pengairan dan PPL, yang disetujui oleh
Kepala Desa dan Camat.

(3) BAMUS IPAIR mengambil keputusan terhadap
permohonan  tersebut dalam waktu ‘palinG lambat 4
(ecmpat) minggu setelah permohonan diajukan dan
disampaikan kepada P3A Dharma Tirta dalum bentuk
Surat Keputusan Pembebasan/Pengurangan iuran.

12° Gl da ulae
Insentif/Upah Pungut dan Biaya Administrasi

Insentif/ongkos pungut dan biaya administrasi yang
besarnya 20 % dari hasil pengumpulan brutto,
penggunaannya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Brebes.

Pasal 8
Denda dan Sanksi

(1) Wajib iur yuang terlambat membayar 1PAIR dihitung
dari sutu bulan setelah batas waktu pembayaruan
terakhir pada P3A Dharma Tirta yang bersangkutan
dikenakan tambahan ounputan sebesar 1,5 % setiap
satu bulan keterlambatan.



1 bi rselisihan fidak™ dapat“diselesaikan secara

@ g%:;l;x;z\xvaprghs: maka kedua pihak akan menxerahkan

masalahnya kepada“Bupati Kepala Daerah Tingkat Il

Brebesuntuk diselesaikan melalui prosedur hukum
yang berlaku.

Brebes, 21 April 1994

Pihak Pertama Pihak Kedua
A.n. PEMERINTAH KAB. DATI II ~ A.n. PETANI PEMAKAI AIR
. BREBES DAERAH IRIGASI
KATDINES PU. PENGAIRAN JENGKELOK

ARl JAWA TENGAH KETUA GABUNGAN P3A
Ji\/lAEgl_AYU DHARMA TIRTA JENGKELOK
s .
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0l 02 03 4 0s 06 08 09 10
21|Subur Negla Salsek. Kubangjero BXO.} 116,217 11/94-31/394 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/84-30/11/94
22| Bungz Mekar Negla Salsek. Rungkang BR.1Ka/K. 97340 11/94-31/3/94 | 1/4/94-30/694 | 1/7/94-30/11/94
23 | Sido Muki Runghang Salsek. Karangreagah BK.1 83.865 14/94-31/394 | 1/4/94-30/6/54 | 1/7/94-30/11/94
24| Semeru Rungkang Salsek. Rungkane B.R2 115340 11794317304 | 1/4/94-30/6.94 | 1/7/94-30/11/94
25 Miva Tani Rungkang Salsek. Runglang BR3 124.816 11/94-3173/94 | 1/4/94-30:6/94 | 1/7/94-30/11/94
26 | Sumber Tani Rungkang Salsel. Losari BL.4Ka. 83,424 171/94-3173/94 | 1/494-30/694 | 1/7/34-30/11/94
27 | Melad Karangjunt Salsek. Losari BL.l. 172,530 11/94-31/3/94 | 1/4/94-30/6/94 | 1/1/94-30/11/94
28 i Mawar Karangjunt Salsek. Losan BL25 63,676 11/94-31/3/94 | 1/4/94-30/654 | 1/7/94-30/11/94.
29 | Makmur Dukuhsalam Salsek. Losar Bl.4Togl 41,410 11/94=-3173/4 [ 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/1 1/%4
20| Merbabu Dukuhsalam Salsek. Losari B1.4Teg2 105,535 1N1/94-317304 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/%4
31 | Merpat Babakan Saisek. Losari B1.4XG. 202,355 11/84-3173P4 | 1/4/34-30/6/94 | 1/7/34-30/11/94
22 1 Toni Subur Kedungneng Salsek. Losan BlL.SXa. 189,695 11/94-3173P4 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/94
33 | Sumber Tani Kedungneng Salsek. Losari BL.6 95.595 171/94-31/384 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/%4
34| Tani Makmur Kalibuntu Salsek. Losan BLS5TIng 149,025 11/94-31/3R4 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/94
35 | Tani Muiya Kalibuntu Salsek Losari BLSXK:. 78,530 171/84-3173/04 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94—30/11/94
36 | Flamboyan Randusari Salsek. Losari BL 7BL.8X. 139,925 171/84-31/3/94 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/94
37 | Tirta San Losari kidul Salsek. Losani BL.8K=a 117,680 11/94-31/394 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94~30/11/94
38 | Harapan Jayz Losari kidul Salsek. Losari BL.9 102,880 111/94-31/3/98 | 1/4/94—30/6/94 | 1/1/94~30/11/94
39 | Tani Subur Losari lor Salsek. Losari BL.10 102,921 | pd—pl—pl | 11/34-31/3/94 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/34~30/11/94
40 | Teni Makmur Pengabean Salsek. Losari BL1 135.200{ pd—pl—p! | 11/54-31/394 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/94 }

3.776.601
TANJUNG
41 ) Suka Maju Sarireja Salsek. Kubangjero BXO2.11 115,665 pd—pl—pi | 171/34-31/384 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/HM
42| Suka Maju Mundu Salsek. Rarengrengah . BK2Ka. 135125 | pd—pl—pl | 11/54-317384 | 14/94-30/6/4 | 1/71/94-30/11/94
43 | Sido Mapan Luwunggede Salsek. Karangtengah BK2XK. 138,000 pd—pl—pl | 171/94-31/384 |1/4/94-30/6/94 | 1/7/34-30/11/34
44 | Sumber Tani Luwunggede Salsek. Rungkang BR4Xa. 80,000 | pd—pl—pl | 1N1/94-313P4 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94~30/11/94
45 | Tani Mukt Luwunggede Salsek. Rungkang BRAKL. 35335 | pd—pl—pl | 1184317384 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/94-30/11/94
46 | Sirayu Luwunggede Salsek. Dapareja B.Da.l 193,455 | pd—pl—p! | 171/94-31/394 | 1/4/94-30/694 | 1/1/94-30/11/94
47 | Subur Makmur Luwunggede Salsek Luwungbetz BLb2Ka. 151,055 | pd—pl—pl | 11/94-31/354 | 1/4/94-30/6/94 | 1/1/94-30/11/94
451 Trte Yasa Luwungbata Salsek. Luwungbata BI1b215. 51,834 | pd—pl—pl | 1/1/94-31/3/94 | 1/4/94-30/6/94 | 1/7/34-30/11/94
49 - Lirwungbata Salsek Luwungbata Blb.l 27,000 | pd—pl—pl | 11/94-31/354 | 1/4/94-30¢6/94 | 1/7/94-30/11/94
561 Trm Yosa Tenpguli Sals:k Luwunghbeta B1b.2.Tng 54.935 —pi—pl | 11/54-317304 | JA/4-30i6/94 | 1/7/94-30/11/94
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51 | Karva Tani | Tengguli Salsek.Luwungbera | BLb3Ka. 115.5q1ipd pl—pl | 11/94-317394 | 114794-30/604 | 177/94-30'11/94
5> | Ten: Baik Sengon Salssk Liwusgben | BLbAK. 167.073| pd—pl-pl | 11/54-313/94 | 14/94-30/694 | 1/7/94-30:11/94
! 1265.058
! ! i
1 ‘ | TUMLAH S70L72 '
: : i

Brebes. 21 April 19%4

PIHAK KEDUA
KETUA GABUNGAN P3A/DHARMA TIRTA
DAERAH IRIGASI JENGRELOK.

-

g
SARBINGI




01 02 03 o4 oo 05 06 07 ¢
TANJUNG '
41 [Suka Maju Sarireja B.KO.2.t.1 194 42 12
42 | Suka Miaju Mundu B.K.2.Ka. 227 49 49
43 | Sido Mapan Luwunggede B.K.2.Ki. 232 50 50
44 | Sumber Tam Luwunggede B.R.4.Ka. 134 29 29
45 | Taui Mukui Luwuuggede B.R.4.Ki. 59 13 13
46 | Sirayu Luwunggede B.Da.l 328 70 70
47 |Subur Makmur | Luwuaggede B.Lb.2.Ka. 254 54 54
48 | Tirta Yasa Luwungbata B.Lb.2.Ki, 87 19 19
49 - Luwuugbata B.1b.1 44 10 10
SO Tirta Yasa Tengguli B.[b.2.Tug. 92 20 20
S| Karya Tani Tengguhi B.Lb.3.Kn. 184 32 2
52| Tani Baik Sengon B.Lb.3.Ki. 281 60 &0

PHIAK PERTAMA
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i\ @'/\T& AN PROP. DATI L JATENG
CABANY BANLAHA YU,
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Bicbes, 21 Apul 1994
PIHAK KEDUA

KETUA GABUNGAN PIA/DHARMA TIRTA
DLIL JENGKELOK,

SARBING!
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